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F E L\CUR DAI{ RESOSIALISASI
]$.NTARA PATOLOGI DAN REHABILITASI

SOSIAL

Fakultas Psikologi UGM

rrrlilfliltrlnlillflqilr' r rir,1]i!:'_' : r::.resia mengalami peningkatan. Hal ini menjadi nnasalah yang serius
'rI|,ffir'fii* :;f* "E':: aoanya kaitan eratantara pelacur dengan penggunaan NAZA dan

flrtilrltltlr-,,lriifii1't ' 1 
-- S t lV Berbagai pihak, baik melaluiswadaya masyarakat maupun yang

tllllllilrlll{tiiliitxt''i,tJilr t'" lf *E-.tah, berusaha menanggglangi masalah pelaCUran ini. Se6ara fOrrna!
,lllllrlrnlrf'"1r" *"l:1" '*:-: ilyai dua macam Cara penanganan, yakni SiStem resosialisasi yang
rlfilil]ffiriil{ll|trr,I : .:'- I - as Sosial di bawah Departemen Dalam Negeri, dan sistem panti yang

rlllllilrli(itlliill"iiiii :'+'' le:aiemen Sosial. Halinijustru menunjukkan ketidakpaduan pernerintah
rrlullilllillltlrr' *'i'' ! - ; j - angi masalah pelacuran di indonesia. Melatui artikel ini akan dievaluasi

keberadaan resosialisasi dalarn menanggulangi
masalah pelacuran di lndonesia.

l&firnffiat.FJ]uan

, , :, :enbubaran dan pernbakaran
, tr'*il" ii r .:f::;t.iran oleh rnassa, maupun
Irt:iu' t:,. ;:i- - . :plek pelacuran segara resmi

rii: :r. *,:'* :::h kini marakkembali seperti
,iililrrii, - , ; -r,lSi reformasi. Peristiwa besar
ri.ll],, r"r. 

* r.: :*.:l-, pelacuran adalah ditutupnya
'- t; :, leiacuran Kramat Tunggak"

iiri -i'-r* :,r':: ah komplek semacam diYogya,
,, ::e:i dan banyak tempat lain ditutup

,: adalah doktor dalam bidang
r a , istal serta penerhati masalah

'i" . r-; utrga. Delacuran dan pengembang-
,i.;r-\'. 

.r'a,49 poda saat ini menjadi staf
, - :" :lda Program Studi psikolagi
,i':-: .p;sca Sarjano Universitas Gadjah

," ir- - a\ rkarta. Bagi yang berminat terhadap
,r , ,tt dapat mengirirukan surotnya ke

",, : :. rakultasPsikclagiUGM. Bulaksumur

lffiuffimilflllll[i

ilffinr lllmtuuuuun L" ,q

lllffi.t llmrru ,rr :
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-,i l;;JJtl )

atau dibubarkan. Pernbubaran komplek
pelacuran Kramat Tunggak mempunyai
makna yang besar sebab Kramat Tunggak
merupakan melting pot atau salah satu
tempat tujuan "kerja" melaeur bagi calon
pelacur. Salah satu alasan pembubaran
komplek pelacuran tersebut adalah
keberadaan kompiek maksiat itu oieh
sekelompok orang dianggap tidak memberi-
kan manfaat sedikitpun atau bahkan
dipandang lebih banyak menimbulkan
dampak negatif apabila dibanding segi
positifnya. Apakah benar asumsi tersebut?

Tulisan ini hendak mendiskusikan perlu
tidaknya komplek resosialisasi bagi para
pelacur. Untuk mengawali tulisan ini ada
serangkaian pertanyaan yang hendak penulis
ajukan. Pertama, apakah pelacLrran dapat
diberantas dan dihilangkan dari muka bumi
ini? Kalau dapat diberantas dan dihilangkan

KOGNISI
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dari muka bumi ini bagaimana caranya?

Kalau pelactran tidak dapat dihilangkan dari

muka bumi ini, apakah mereka itu hanya kita

diamkan ataukah perlu adanya upaya

pembinaan?

Agar dapat menjawab PertanYaan
tersebut di atas dengantepat, berikut akan

diketengahkan topik-topik yang terkait

dengan masalah pelaeuran dalam wacana

politik pembangunan; fungsi pelacur dan

i:relacuran bagi komunitas; rnemahami

pelacuran dan resosialisasi di Indonesia;

evaluasi resosialisasi; Kebijakan Sosial

tentang Resosialisasi dan Riunah tsordil. dan

Fenutup.

Felacuran dalam Wacana Politik
Pembangunan

Dari wawancara Penulis dengan

banyak orang dari bani'ak kalangan urnum-

nya menyatakan bahwa pelacuran tidak

mungkin diberantas dan dihilangkan dari

muka bumi ini. Kondisi yang paling mungkin

adalah dibatasi pertumbuhannya (me-

nyangkut daerah asal pelacur) maupun

pengaruhnya (menyangkut daerah asal dan

daerah tujuan kerja pelacur)' Karenanya,

menurut hemat penulis, pelacuran tidak

mungkin dapat dipecahkan dengan pende-

katan parsialistik, niunun harus bersifat

holistik, baik dari segi latar belakang pelacur,

demands,maupun pihak lain yang terlibat

dalam praktek pelacuran.

Pemahamanholistikini menuruthemat

penulis amat sesuai dengan kaidah dalam

politik pembangunan, batrwa setiap negara

dapat dipastikan mempunyai cita-cita guna

meningkatkan kesejahteraan dan bahkan

KOGNISI

harkat dan ntartabat warga negaranya.

Dalam konteks psikologi politik, negara

dapat digarnbarkan seperti pada gambar 1

di bawah. Fendekatan psikologis dalam

kebijakan publik dan sosiai yang bertujuan

menciptakan kesejahteraan sosial di tahrur-

tahun mendatang tidak dapat ditawar lagi,

sebab tu.guan kemerdekaan adalah pem-

bangunan berorientasi kerakyatan dan

peningkatan kualitas hidup (Koentjoro,

i 999)" Fembubaran komplek pelacuran,

karenanya dapat dipandang sebagai

kebiiakanpublik dan sosial yang bertujuan

menciptakan kesejahteraan dan upaya

meningkatkan kualitas hiduP.

Kualitas hidup dapat didefinisikan

sebagai social wellbeing (Bach and fuoux.

dalam Renwick, Brown & Nagler. 1995)

standardnya adaiah equity, self determinu-

tion dan democratization. Renwick dan

tsrown (Itenwick, Brown ancl Nagler, i 996)

menyebutkan bahwa komponen kualitas

hidr.rp adalah being, belonging dan be-

c oming.Karenanya pembubaran resosiali-

sasi inipun harus dikaitkan dengan upaya

peningkatan kualitas hidup pihak yang

terkait.
Berdasarkan uraian di atas.

Koentjoro (1999) rnenyatakan bahwa

pembangunan masyarakat atau kebijakan

sosiai secara psikologis dapat dirumuskan

atau paling tidak rnemperhatikan rumusan

sebagai berikut :

PM=fM

bio/ek
psi. + O.
SOS
ralini

bio/ek
psi + D.
SOS
ralini

bio/ek
psi
SOS
raliai

].j' '::.;'.'i:*Il1: :\:

} = '-,:

-F:]F1- ' 
_-:

-(l'- r*i-.r--l

Jt*.* :;:-- : :el -:-:''-"- -:'
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:i_
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li.il: it Pj1:!'Jli.'
irit\'L' = Fembangunan Masyarakat
', = \.lanfaat

,: = Dampak
lnttt,. iti = BiologiVEkonomis
1*lr rc = religious
tlllt = Psikologis
1r{i.r1, = SOSial

:ar angnya hampir semua pembubar-
rm ,u: D€nutupan komplek pelacuran itu
lruu pernah dianalisis dengan rumusan yang
:ntrr,-- rs usulkan di atas, paling tidak dilihat
iiu- :'nrkos dan dampaknya. Akibatnya
;rrii'rr,';511--. behua penufupan resosialisasi justru
mlff !,rrilt praktekpelacuran semakin liar,
',1il,rf 'l:ils Jan tidak terkendali (lihat kegiatan
rnui,i.,:ur:'l Selasa dan.Ium'at Kliwon di parang-
.r Jrir,-::1,,1. Kalinyamat. dan tempat-tempat
,i.:*rTat lain. atau malam Jum'at pon di
:'rrr:ru Kemukus).

Frurmgsi Pelacur dan petacuran
\ la-salah pelacuran bukanlah masalah'r,:'tl semata, namun juga masalah

r' . rl,:rSi. ekonomi, kesehatan. sosial,
'' * - r'l hahkan budaya. Ketika pelacuran
.u:,:-- brerkembang dan menjadi bagian

'r,,r:;i) e apakah itu masih kita sebut sebagai
,*r - ial r ang patologis? Siapa yang sakit?
| / rsi sp4k4tnya? Atau individunya?
'- u:kah keduanya?

Pelacuran sangat terkait dengan
:n:':'laku patologis yang lain. pengamatan

ft;:ru.i is dari ahun l98l -lgg?melihat bahwa
rr:r ulr:1\'a pelacur tidak iepas dari kebiasaan
*,*':xok dan minurnan keras. Periode tahun

KOENTJORO

1992-1995 penulis melihat sebagai fase
coba-coba, pada tahun itu mereka
berkenalan dengan berbagai bentuk pil
koplo seperti BK, Magadon (MX),
Rhohipnol, dll. Setelah tahun I 995 pelacur
disamping tidak lepas dari kebiasaan
merokok dan minuman keras, merekajuga
terbiasa menggunakan N APz{seperti pil
koplo atau bahkan ganja, ekstasi, putauw,
dan shabu-shabu.

Walaupun banyak terj adi peno lakan
sosial terhadap pelacuran di sebagian besar
negara Asia, pelacuran masih sangat
diperlukan masyarakat dalam fungsinya
sebagai alat kontrol sosial. Bonaparte
(Bullough dan Bullough, 1987) misalnya
mengatakan bahwa pelacuran adalah suatu
kebutuhan, tanpa pelacuran, laki-laki akan
menyerang wanita baik-baik di jalanan.
Bahkan, Colemen and Cressey (1987)
menekankan aspek positif dari pelacuran
dan setuju dengan pernyataan Bonaparte di
atas. Pernyataan ini ditantang oleh mereka
yang menyatakan bahwakeadaan seperti itu
berarti eksplotasi terhadap wanita demi
melindungi yang lainnya dan melepaskan
tanggungjawab priadari perilaku mereka
sendiri. Tetapi, menurut Coleman & Cressey
(1987) praktek pelacuran harus tetap
dikontrol karena empatalasan yaitu (a) ia
'memancing' pria yang tidak tertarik pada
pelacuran sebelumnya. (b) ia akan
merambah ke daerah yang tidak mengenal
pelacuran sebelumnya. (c) penyakit menular
akan merajalela. (d) jika rumah bordil
ditutup, jumlah pelacurjalanan akan makin
banyak sehingga masalah lebih serius lain
akan timbul (Coleman & Cressey, 1987).

KOGNISI
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Memahami Pelacuran dan
Resosialisasi di lndonesia
lisi dan persepsi

Sebelum istilah resosiatrisasi dan
xrlisasi dibahas. penulis hendak mengajak

:cmbaca untuk menyatukan visi dan
, ersepsi tentang prostitusi dan resosialisasi,
'. aitu: (a) bahwa pelacuran adalatr masalah
,.:rri saiigat peka dan kornpleks. (b), bahwa

- eiacuran cji Indonesra n.luiai bcrliemhang
.r.i:rk jamati lVlat'arani (lnglesott, 198(rl, dan

.ra lam perkcmbarigannya, praktek pelacuran

ri rr-renciptakan kantong-kantong ilaerah
. .ir rg disebul'trtenghasii' pelacur (Mr-rrray,
iit, i ). (cJ adalah fakta bahrva-iumlah pelacur

; indoi:esia dari tahun ke tahun senrakin

r c n i r i gkat se.i alan dengan laju pentbangunart

Koenticro. 1997). (il) trahwa pada

.,rnumnva seseorang n-lelacur karena ia ingin
":;encari uang. Uang dapat diterjernahkan

-lalarn berbagai bentuk motivasi, bulkan

:r,iil\ a ekonomi. (e) bahwa rnelacur adalah

:crdcsa. rnerendahkan derajat wanita karena
..eiakukan pekerjaan ),ang tidak lal'ak"
il r h kan pelacur adalah rnediator penyebaran
)e;rr akit Menular Seksual (PN{S) dan tr-llVl

\'DS. (f) penghapusan pelacuran sangat

.:lit dan bahkan sangat tidak mungkin
:rl::kukan selama demand rnasih ada. (g)

:rh* a ada perbedaan pola penanganan pela-

- .rnn antara yang dikelola departernen sosial

: i s'.e irl panti) dan dinas sosial (resosialisasi).

- rtrk tulisan ini dalam banyak hal kedua

:triah inidisamakan dalam konteks upaya

:.r ab i i rtasi dan pemahaman artikel.
\lerrurut penulis unsur rehabilitasi

:: ";Lrr adalah merupakan usahapemberian

.::l:^uan secara sadar baik dari segi
- 

- r, :rs. sosial, psikologis, ekonomi. dan

r,-'tt:l{iSI

agama.juga ketrampilan fisik, sehingga

dengan meialui proses bimbingan dan

advokasi mereka benar-benar kembali ke

masyarakat dengan benar dan tidak
karnbuhan. I"Jpaya rehabilitasi ini bukanlah

upaya )'ang tunggal, namun .juga perlu

dilakukan perlakuan rji daerah asal pelacur,

baik ;vang berr*pa preventif terhadap
munculnva pr:lactlr muka baru ataupun

upaya rnenjaga agar pelacltr yang sudah

memasyarakal tidak kamhuh lagi atar"r

rnerrjalankan iiingsi yang lain se bagai calo.

lstilali resrlsialisasi rnaslh sering
dicanrpur aduk atau -calah pakai riengan

pengertian lcka i i sasi. l\4eski se{)ara harafi ah

kedua istilah ini banyak men:punyai
kesaniaan rna'ilina, nafl1un secara politis
keduanya rnentpunyai makna yang sangat

bsrbeda. Resosial isasi (resos) didef inisikan

sebagai sebuah sistem kese.iahteraan sosial

yang dimaksudkan tlntuk menciptakan
kondisi sosialyang lebih baik kepacla orang

(pelacur) penyandang problema sosial

tertentu. Melalui resos yang mendasarkan

pacJa prinsip" metode dan kaidah pekerja

sosial diharapkan orang (haca pelacur) dapat

turnhuh kepercayaan dirinya untuk
rnenarapilkan fungsi-fungsi sosialn-va secara

normaldalam kehidupan sosial. Oleh karena

itu aktivitas resos pun berbeda dengan

lokalisasi. Lokalisasi lnempr.rn.vai arti
konotatif yang bennakna sekadar melokal isir

dan memisahkan praktek pelacuran dan

rnasyarakat. Jika isti lah lokal isasi dipakai oleh

pemerintah dalam menangani masalah

pelacuran. hal ini dapat diartikan bahwa

pemerintah menyetujui adanya praktek
pelacunan dan perdagangan rvanita. Masalah

pelacuran adalah rnasalah yang komplek dan

a^_)'

- r: r,- --
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, ..- ,,,::rra ekonomi, sosial, agama, kese-
'ri,:*- ' - -kum dan juga hak azasi, sehingga
, r' ";"- :kalisasi kemudiandigantikandengan
I,.i.,- 

=r,,,sialiasi.
lr:n-iikian pula halnya dengan istilah

:: -,. -i :una susila, pramunikmat, dan
1r, ;" : s;ks. masing-masing mempunyai
., " . f.,'noratifyang berbeda (Koentjoro,

;: iiah pekerja seks yang akhir-akhir
",: - : i;ntikan istilah pelacur, memberikan

- ':atif bahwa di negara lndonesia
| - " - -:: diakui sebagai sebuah pekerjaan

" ,: , , ::,. sama sepertipekerja bangunan,
| :: : ::brik, pekerja rumah makan, dll.

" r : -;r istilah teknis tersebut sudah
- irr'rilt membawa dampak_dampak

''*,' . :rla. Berdasarkan definisiresosiali-
- :lls. pemerintah kemudian bertang_

' - - ,, .rr pada pernberian perlakuan yang
" - . -:n pada normalnya kembali fungsi-
, ir sial para pelacur. Oleh karena itu

' "* . *: :endidikan dan perlakuan yang lain
'',, - :' :ebutkan di atas diberikan kepada

' '" :,; :rLlf.
\:,rara ideal setiap pelacur berhak

" -.- j:n berkesempatan mendapat fasilitas
:-:l:kuan sama. Namun demikian

': " - ..ererbultasan dana, maka tidak setiap
:- -- mendapatkan pembinaan. OIeh

" :'*; :.l kemudian muncul pelacuranjalanan
" - -: i I-bo rdil 'tidak rcsmi ' di luar resos", r:ma sekali luput atau bahkan lepas

, ::em. Mengingat bahwa pelaksana
r,:':: rr't3l sekaligus penanggung jawab

':: " i ilr_,asi adalah Dinas SosialKabupaten/
.nJ1a Dati II, dan setiap Dati II

'-' : * rurl\ 3i perbedaan fasilitas, dana dan
:: -,j.: i€ritrnpil dan ahli, maka setiap Dati II* , *: -n) ai kebijakan yang berbeda satu

KOENTJORO

dengan yang lain. Adanya variasi kebijakan
inijelas akan berpengaruh pada corak dan
jenis aktivitas yang ada dalam resos. Sebagai
akibatnya variasi dari resosialisasipun juga
beraneka ragam, pada range dari sekedar
melokalisirpelacur di stutu tempat tertentu
hingga resosialisasi yang berorientasi pada
program yang mendekati harapan resosiali-
sasi yang sebenarnya. Penulisngnya hingga
saat ini belum ada standar perlakuan yang
baku disetiap resosialisasi. Oleh sebab itulah
maka para pelacur pun mendapatkan per-
lakuan yang berbeda di setiap kota, dan
karena itu pulalah kiranya dapat dipahami
seandainya di satu kota/kabupaten resosiali-
sasi ditutup sementara di kota/kabupaten
yang !ain dibuka. Sayangnya, upaya peng-
gantian istilah inipun belurn dipahami banyak
orang tennasuk para pejabatnya.

Dasar hukum penyelercggaraan resos
Resosialisasi adalah salah satur

program andalan pemerirrtalr di dalarn
menangani kasus pelacuran di Indonesia.
Berdasarkan keputusan pemerintah cq
Menteri Sosial No. O7/HUK lKEptIYtg94
yang diperbaharui dengan keputusan Menteri
Sosial No. 23iHUK lrcq6 bab pola Opera-
sional Rehabilitasi Tuna Susila. disebutkan
bahlva untuk merehabilitas prostitusi di
Indonesia diselenggarakan pusat-pusat
rehabilitasi pelacur yang dikenal sebagai
resosialisasi atau resos. Salah satu aiasan
yang bisa dipahami penulis adalah bahwa
resosialisasididasari pada satu asumsi bahwa
pelacur adalah penyandang masalah sosial
yang tidak mampu mengatasi masalahnya
secara mandiri.

Oleh karena itu adalah kewajiban
pernerintah untuk rnembantu pelacur

KOGNISX
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mengatasi masalah tersebut dan dibentuklah

re sosiaiisasi. Tuj uan lain dari penye ien g gara-

an resos adalah untuk mencegah bahaya

3'ang jauh lehih besar yang mengancarn

["utrl",un ke luarga rJan generasi muda yang

dapat ditimbu lkan dari praktek I iar pe lacuran'

Pernerintah meresosialisasikan pelacur untuk

ilapat kembali ke masyarakat secara normal'

dengan cara melokalisir praktek peiacuran

jauli dari perkarnpungan masyarakat dan

*eny.tenggarakan pendidikan sekolah'

ketrarnpilan, r\gama dan P4' Disamping itu

pemerintah juga mernberi bantuan dalam

tiOrng kesehatan dan kebugaran, lel'v'at

berba[ai aktivitas seperti suntikan rutin'

penjelasan tentang periyakit menular seksual

tpftls), AIDS/lllV, kesehatan reproduksi

dan olahraga. Narnun dernikian menurut

Jones, Sulistyaningsih dan I'lull (1995)

dengan dibangunnva pusat-pusat rehabi litasi

proiitusi. rescs ini, justru dipandang sebagai

puncak clari sikap ambigous pemerintah

indonesia terhadap berbagai praktek

prostitusi di Indonesia"

Garnburan sepintns tentang resosiali-

sasi yang Pernah ada- 
nengalaman Penulis mengamati

komplek resosialisasi selama l6 tahun dapat

disimpulkan bahwa j ika dibanding dengan

pelacur non-resos, pelacur di resos menda-

patkan banyak fasilitas dari pemerintah"

diantaranya adalah kamar sebagai tempat

tinggal dan melakukan prakteknya' program

p.ndidikun, kesehatan dan kebugaran serta

keamanannya. Karena para pelacur harus

nrernbayar sewa kamag air,listrik' suntikan'

dll. dan tidak mendapatkan santunan uang

dari pemerintah' Agar dapat mernenuhi

k ehr.ituhannya para pe lacur diperkenankan

tiOGNISi

untuk nrenerima dan rne layani 'clistt)mer'-

nya. Pada Llmumnya cli setiap resosialisasi'

para pelacur dan mucikari mempunyat

otonomi untuk mengatur tata kemasyarakat-

an rnereka sendiri dibawah supervisi Dinas

Sosial Kotarnadya/Kabupaten Dati 1I masing-

rnasing. Sebagai contoh aclalah Resosialisasi

Kotam'adya Yogyakarta' I-okasi resosialisasi

Yogyakarta berada dalam satu Rukun

Tet'angga (RT) dengan ketua RT seorang

*u.i[iti. Demikian pula sekretarls dan

bendahara RT nya pun mucikari' Kepengu-

rusan RTini dibantu staf yarrg kebanyakan

adalah para pelacur yang tinggal di kornplek

itu. Akiivitas di sebuah resosialisasi 5'ang

rutin adalah program pendidikan setiap hari

Senin hinggu Rubr; program kesehatan dan

agarna diselenggarakan setiap hari Kamis

din oiah raga Jiselenggarakan setiap hari

Jumat. Hari Sabtu dan Minggu libur' Seh"rruh

kegiatan yang dilakukan pada hari Senin-

famls berlangsung darijam 09'00 - I l '00'

Para pelacur diperkenankan nlenerlma

"tustomers"nya dari jarn l2'00 - 00'00

tengah malam.

Berbeda dengan resos adalah sistem

Panti yang dikelola Departemen Sosial

nanyal punti kecuali Yogyakarta' anak didik

binaan uOutrtl sebagian besar hasil garukan

sedang sebagian yang lain adalah hasil nrori-

vasi aiat, kiriman petltgas' Panti rnerniiiki

program pendidikarr yang lebihjelas u.ntuk

satri periode tertentu yang jelas pula (6

bulan).

Berdasarkan uraian di atas daPat

ditarik kesimpulan bahwa resosialisasi

pelacur telah berusaha membekali para

pelacur clengan berbagai kegiatan pen-

iialfun. kesehatan, agama dan kegiatan

qfl,.,, 
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rtturmnqamkatan. Namun demikian kegiatan_
fl{q$i!![ar! rersebut belum mampu mengatasi
mnmr:riusalatrannya.

flltbneqpa Resos diperlukan?
Sebelum menjawab pertanyaan

rurrndrqtl ada sebuah pertanyaan lain yang
umsm nenulis ajukan, yaitu adakah hukum
:U'iri,$i:. f Indonesia yang secara tegas
nmun'r oiakan melarang praktek pelacuran?
rmnmhnra adalah tidak ada. Berangkat dari
rtlftrufima p€rangkat hukum ini kearifan dan
uuruminutian kebijakan sangatlah diperlukan.

Dalam istilah penulis apabila masya-
rurill-ur [u dianggap sebagaisuatu komunitas
irlturnt$ :rsar. maka diperlukan WC atau kakus
umrm'u*. membuang hajat. Resosialisasi atau
inr,n:rrlek pelacuran adalah WC nya
mmnn'arakar. Apabila masyarakat itu tidakada
lilril'I iementu maka orang akan membuang
turi,rr di sembarang tempat. Akibatnya
munn - ak penl,akit akan berkembang subur di
rffirqtm rnasl,arakat itu sendiri.

Dem i kian halnya dengan keberadaan
rir'1.: s Resos bukan saja me!okalisin
rutreniuh buruk pada keluarga, generasi
trlruuu dan penyebaran penyakit menular
llie'* sual. HIV/AIDS. Adanya resos
Eirm!*irudkan untuk melokal isir akibat-akibat
tnumk 1'ang disebabkan karena adanva
,lr,ilhah pelacuran.

Felacuran dibutuhkan masvarakat
.urnr,ek rujuan kontrol sosiat. Tanpa ada
rr'r &curan laki-laki akan menyerang
u,r:r.m'rmatan kaum wanita di jalan_jalan. Jika
rr;rmr.h bordil (resosialisasi) ditutup maka
rur,r:rr:ldfr pelacurjalanan akan meningkat tajam,
tra, rni alian membuat pelacursulit dikontrol
rrai,," pengaruhnya maupun penyebaran
r'er ". akitnva. Peningkatan jumlah pelacur
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jalanan justru akan membuat masalah
pelacuran menjadi semakin serius. Karena
itu berdasarkan Keputusan Menteri Sosial
RI No. 23/HUK/1996 diselenggarakan
resosialisasi untuk menjaga masyarakat dari
akibat-akibat negatif pelacuran.

Siapa saja yang menderita bila Resos
dibakar?

Fembakaran resos dengan alasan
apapun adalah anarki. Apabila kita meyakini
bahwa negara ini adalah negara yang beradab
dan berdasarkan hukum, maka tindakan
anarkis ini harus dicegah, diakhiri dan tidak
bisa dibiarkan.

Dengan adanya pembakaran resos di
tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan
ini, pernbakaran resos membuat banyak
pihak di luar pelacur dan germo yang terlibat
mencari dan menggantungkan penghidupan
di resos menjadi kehilangan pekerjaan dan
penghasilannya. Pihak-pihak itu adalah
mereka yang tergolong ekonomi lemah
seperti keamanan, tukang parkir, tukang cuci,
warung makan dan minum, warung
kelontong kebutuhan sehari-hari, tukang
foto, tukang kredit, tukang becak, taksi, dll.

Dengan melemahnya rupiah atas
dollar membuat daya beli masyarakat menjadi
turun. Dengan demikian seperti yang telah
dinyatakan oleh para pakar ekonomi bahwa
golongan ekonomi lemahlah yang paling
menderita akibat krisis ekonomi ini. Apalagi
dengan dibakarnya resos membuat
kelompok yang menderita ini menjadi
semakin menderita. Barangkali ini adalah
pekerjaan rumah bagi Dinas Sosial berapa
jiwa yang menderita akibat pembakaran
resos dan bagaimana dampaknya pada
kegiatan belajar-mengajar anak-anak korban

KOGNISI
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pembakaran resos.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut

di atas. penulis memandang bahwa resosiali-

sasi masih sangat diperlukan cii negeri ini.
,-lan1a saja diperlukan banyak perbaikan

::rh.acap ilasar pikiran. format dan sistem

Fenanganan resos yang kini berlangsung"

Evaluasi Flesos
Sebagai produk andalan pemerintah

tlmpak bahwa pengelolaan atas resos

diciasari oleh sebuah asumsiyang salah yang

n:enempatkan pelacur sebagai akibat dari

^emiskinan. Disarnping itu perencanaan

:en1'e lenggaraan resos juga kurang rnatang

len tiCak terencana dengan baik. Hal ini

,-'rracii karena tidak ada pola penanganan

nakrr untuk setiap daerah" Bahkan telah

:er-iaCi dua!isme penanganan pelacuran,

.-,imana model yang dikembangkan Depar-

:emen Sosial lewat sistem panti, berbeda

lei'igan yang dikembangkan Dinas Sosial

, Depanemen Dalam Negeri) lewat sistem

r:sosnva.
Perhetlaan sistem panti dengan sistem

i-esos terletak pada 'nu"'leh tidaknya anak didik

ipeiacur atau n'anita bermasalah) selama

r ro ses pendidikan berlangsung melakukan

praktek prostitusi. Sistem Panti rnelarang

anak didiknva untuk melakukan praktek

prostitllsi seiama pendidikan berlangsung'

\amun demikian sistem Resos. mengijinkan

anak didiknya melakukan praktek prostitusi

selama pendidikan berlangsung. Karena

sistem panti melarang anak didiknya mela-

ku kan praktek prostitusi selama pendidikan

berlangsung, akibatnya kesulitan untuk men-

tiapatkan anak didik sesuai dengan kriteria'

Karena cara kerjanya berdasarkan paket

KOGNISI

anggaran, akibatnya banyak diantara anak

didik panti ini yang sebenarnya bukan

pelacur.

Kembali ke masalah resos,

pengelolaan resos tampak tidak didasari

oleh suatu perencanaan yang nlatang'

Seandainya perencanaan itu ada maka

banyak sekali distorsi yang menyebabkan

gagalnya perencanaan itu teraplikasi di

lapangan" Berdasarkan analisis sistern, jelas

bahwa masukan resos adalah pelacur yang

mengikuti serangkaian perlakuan dalam

proses pendidikan sehingga diperoleh oz;l

put yang berupa kernbalinya anak didlk

(pelacur) ke masyarakat normal. Namun

yang terjadi adalah masukan selalu ada,

prosesnya jelas, hanya olrt-put nya saja

vans tidak ielas.' " Adt beberaPa indikutor tentang

ketidakberhasilan resos. Fertama, pembu-

baran clan rencana pembubaran beberapa

resos, seperti "mBaben" ,Ji Kiaten yang

berdiri sejaktahun 1958 dan ditutup pada

tahun 1992. Rencana Pemda Tingkat ll
Kod-va Surakarta Yang akan segera

menutup resosial isasi Si I ir' mengindikasikan

ketidak-berhasilan resosialisasi dalam

menjawab problem pelacuran di Indonesia'

Ketidak-berhasilan resosialisasi juga

ditunjukkan oleh fakta bahwa meskipun

resosialisasi telah didirikan di seluruh

Indonesia, namun data menunjukkan bahrva

jumlah pelacirrjustru semakin meningkat dari

tahun ke tahun. Menurut Buku Putih

Rehabilitasi Tunasusila di Indonesia pada

tahun 1990/1991 jumiah Pelacur di

resosialisasi di Indonesia adalah 49'619

orang dan meningkat tajam pada tahun

lgg4llgg5 menjadi 70.684 orang, berarti

. :- . - - -L2r' j-

* e 3 ja kan Sosial tenta ng
;es lsialisasi dan Rumar
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r&urnm kurun waktu 4-5 tahun terjadi
itsmnu&an pelacur hampir sebanyak 43%.

ilf,ffikan Sosial tentang
kcialisasi dan Rumah Bordil

Sebelum penulis menyampaikan usrlan
tusuq*u&.an baru tentang resos dan rumah
uumdil. penulis hendak mengajak para
Fumrbaca untuk menyatukan visi dan
mnrpsi tentang kenyataan lapangan serta
iunlmsr dpsar bahwa resosialisasi diperlukan
ffittleeei upaya rehabilitasi pelacur untuk
ihrnmboli kepada kehidupan normal
firnrnusl arakat. Pertama, pelacuran adalah
urrusulah sosial yang sangat peka dan
tltu,rmmlieks. Kedua, pelacuran di Indonesia
mmr.irrnbang pesat sejak jaman Mataram.
rBrtern bangan pelacuran ini menciptakan
iu@n'*a kantong-kantong daerah yang disebut
"fiu't1pi1gr5;3' pelacur. Keti ga, adalah fakta
mmma jumlah pelacurdi Indonesia daritahun
lu nhurn semakin meningkat sejalan dengan
lnunu penrbangunan. Keempat, pada umumnya
itur$Dn melacur adalah mencari uang (uang
r:umur diterjemahkan dalam berbagai
rnr:irnn asi ). Ke I ima, melacur adalah berdosa,
rnnrmrdahkan derajat wanita karena melaku-
uan ;ekerjaan yang tidak layak. Keenam,
mmnghapusan pelacuran sangat sulit dan
tnmr*,:rn sangat tidak mungkin dilakukan
lrclilrrna demand masih ada. Berangkat dari
ruciJrm.si inilah resosialisasi sebagai upaya
turueh,'i I irasi d iperlukan.

Falsafah J awa" ngono ya ngono ning
.,IiIu,I rft$ono': kiranya Sangatlah tepat untuk
mren.!adi dasar perancangan sistem
ncscsial isasi tersebut. Artinya bahwa banyak
rr,.ang telah menjadi pelacur adalah fakta.
Ittfrfr karena itu adalah kewajiban kita semua

KOENTJORO

(bukan hanya pemerintah) untuk meng-
ingatl€n dan mengajak nierekakemhli kepa-
da kehidupan bermasyarakat secara normbl.
Untuk dapat mengajak pelacur kembali ke
masyarakat normal, para pelacur perlu
progftm perlu dirancang dalam rangki me-
nyiapkan mereka sebaik mungkin, baik dari
segi mental, ekonomi, perilaku, maupun
ketrampilannya, sehingga mercka kembali ke
masyarakat dengan benar dan tidak
kambuhan.

Karenanya upaya rehabilitasi pelacur
ini sebaiknya bukanlah upaya yang tunggal
yang terfokus di komplek resos. Terlebih
dari itu perlu dilakukan perlakuan tertentu di
daerah asal pelacur, baik yang berupa
preventifterhadap munculnya pelacur muka
baru ataupun upaya menjaga agar pelacur
yang sudah memasyarakat tidak kambuh lagi
atau menjalankan fungsiyang lain sebagai
calo. Sebagaisatu bentuk reformasi, maka
praktek-praktek pelacuran di luar kompleks
resos pun perlu ditata dan dilibatkan dalam
upaya rehabilitasi ini sebagai satu upaya
terpadu dalam menangani pelacuran baik di
resos maupun non-resos.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan
sistem resosialisasi yang berlaku saat ini
maka beberapa kebijakan yang bisa
disarankan terdiri atas tiga kelompok yaitu
perbaikan di resos, perlakuan di daerah asal
pelacur, dan pendekatan terpadu dalam
menanganipelacuran baik di resos maupun
non-resos.

Perbai*an di Resosialisasi
Perlu dibuat sistem pelaksanaan

resosialisasi yang menyeluruh, dengan
memperhatikan masukan (pelacur hasil
garukan, pelacur non-resos, pelacur " muka

KOGNISI
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barti'y-ang dibawa ke resos, pelacur yang

datang sendiri, dll), dan memberikelvenang-

an )ang lebih luas kepada pengelola resos

c q. Dinas Sosial sehingga dapat menjangkau

p.lo.utun non-resos dan daerah asal pelaeur'

Perlu adanya perbaikan kurikulum dan

target pengajaran yang terpadu dengan

berbagai upaya pengentasan pelacuran yang

melibatkan unsur perguruan tinggi' Demi

suksesnya upaya ini perlu Cilakukan pene-

lusuran rninat pelacur secara mendalam yang

nantin.va digunakan ssbagai arah pernbinaan

pe!acur. Upaya yang dapat dilakukanadalah

menambah .lenis dan jam pendidikan

ketrampilan. Ketrampilan adaiah mutlak

diperlukan bagi pelacur, karena tingkat

pendldikan pelacur di resos pada umumnya

uAotutl rendah. Penarnbahan jam pendiCikan

ketrampiian dengan sendirinya akan

mengurangi iam " lre ri a" Pelacur'- 
tvtoniioring pada lingkungan dan

ternpat tinggal asa! pelacur mutlak diperlukan'

Hai ini bu[an hanya dapat rnenguak tabir

jaringan prostitusi namun terletrih dari ittl

ortutr-tl sebagai upaya memahami diri pelacur

sebagai sati,r kesatuan individu dan objek

suatu program rehabilitasi'

Orientasi ekonomi y'ang dilakukan oleh

paramucikari perlu diubah dan digantidengan

prinsip-prinsip pekerja sosial sesuai yang

dicanangkan dalam perencanaan pem-

bentukan resosialisasi' Salah satu cara yang

bisadiusulkan adalah melibatkan lebih banyak

lagi pekerja sosial dalam mengontrol dan

*ingguntikan peran mucikari sehingga di-

g...ik. arah prinsip pekerja sosialdan pro-

Jes pendidikannyapun dapat selalu dimonitor'

Pendekatan individu sangatlah

dipertukan, sehingga sampai seberapa jauh

KOGNISI

suatu prograrn perlakuan telah mencapai

sasaran dapat diketahui dengan jelas'

Dibentuk tim monitoring yang meli-

batkan unsur perguruan tinggi, kepolisian' dan

masyarakt tempat resos berada' Tim ini

memoniton dan rnelakukan evaluasi setiap

waktu tertentu (paling lama 3 bulan) sehingga

apabila ada penyimpangan dari kebijakan

yang telah dicanangkan dapat segera

dibenahi.
Mengingat hampir setiap Dinas Sosial

dan Kanwil Departemen Sosial masing-

musirg memPunYai "resos" dengan Pola

pembiiaan yang berbeda dan bahkan dalarn

i'oul t*rtentu "iertolak belakangl" maka

disararlkan adan,va pembinaan satu atap'

Keberadaan resos versi Dinas Sosial dan

versi Kanwil Depsos mengindikasikan belum

adanya program pengelolaan yang.manta.b

dan ketidak-pereayaan antar instansi' Segala

perbedaan konsep perlakuan te.rhadap

pelacur dan penanganennya hanya dimung-

ilinku, sebagai upaya rnencari bentuk yang

lebih baik dan itu hanya terjadi pada tahap

penelitian saja'

Pendekatcn tetPadu dalam

menangani pelacuran di Resos tlstt

Non-resos
Hingga saat ini belum ada satuPun

program tJriadu untuk menangani masalah

pelacr.an di Indonesia' Bahkan antara

departemen satu dengan departem.en yang

lain terkadang ada prograln -vang bertolak

belakang satu sama yang lain' laJan 3a11

contohnla adalah Departemen Sosial melalui

,irt * punti, melarang para pesertanya untuk

melacur selama proses perlakuan berlang-

sung. Sementara itu Departemen Dalam

N.glti(Dinas Sosial Dati II), melalui sistem
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qn*,n,Eialisasinya, justru mengijinkan
lmscrtenya untuk melacur bahkan dengan
pmrluh jam yangjauh lebih besardibanding
,ffirgm perlakuan resosialisasinya itu sendiri.

Kurang koordinasi juga tampak pada
r&ffriltfi sanan pelacur hasil gropyokan.
$ute|fltr pelacur jalanan atau pelacur non-
turnr* trlkena razia, para pelacur ini pada
iflmrue.ruU'a disidang di pengadilan mereka
mrmun.larakan selama 5-30 hari. Namun
twrT iiihian setelah para pelacur itu keluar dari
rmnmra mereka tidak mendapatkan pembina-
ur mm]uran, sehingga mereka melacur lagi.
,{t""uru itu dapatlah dipastikan bahwa pelacur

'mu 
:.erkena razia ini pada umumnya adalah

fir'i.Irr*lur muka lama.
Dasar pikiran lembaga Badan Koor-

rLrm;rsi Penanganan masalah pelacuran
ffi,{t.P\lP) ini sama dengan dasar pikiran

flms*re1€nr*.raan resos, namun lebih difokus-
ffim r"ada asumsi bahwa pelacur adalah
numrnruJang masalah sosial yang mengalami
:turmhatan baik berupa personal atau
irqgn ngn sehingga tidak dapat menjalankan
ii|unrgsi sosialnya dengan baik dan berakibat
mr-rriumbat pencapaian tujuannya. Tujuan
ulurrra pembentukan badan iniadalah meng-
,tt.-rr;: rd inasikan setiap usaha pengentasan
mircur dengan menyiapkan modal (material,
ursrml dan psikologik) yang cukup untuk
rl,r*:rba I i bermasyarakat, menyetop kegiatan
firrm:€Btor yang mengajak dan mempengaruhi
[ror'r]:ta muda menjadi pelacur, serta mempro-
mcsikan nilai-nilai sosial yang lebih baik di
ilnrro.h asal para pelacur.

FHln*uon di daeroh osol pelacur
Koentjoro ( I 988; I 989) menemukan

tmi:u a pe lacur yan g" be kerj a,, di komplek
rtsosial isasi umumnya berasal dari daerah

it

KOENTJORO

tertentu. Dalam banyak kasus para pelacur
muka baru daang dan masuk ke resos karena
dibawaoleh pelacuryang berasal dari daerah
itu. Tanpa adanyaperlakuan di daerah asal
pelacur, jumlah pelacur akan senrakin
meningkat dan ini akan membuat masalah
bagi daerah tujuan kerja pelacur.

Penutup
Resosialisasi pelacur ternyata telah

gagal mengemban fungsinya sebagai sarana
rehabilitasi sosial para pelacur. Mengingat
bahaya membubarkan resosialisasi jauh lebih
besarjika dibandingkan dengan dipertahan-
kannya resos, maka resosialisasi pelacur
hingga saat ini masih diperlukan. Hanya saja,
agar dapat rnencapai tujuan rehabilitasi,
sistem resosialisasi yang ada pada saat ini
perlu diperbaiki dan dikembangkan secara
lintas sektoral baik dari segi pengelolanya,
maupun obyek yang dikelola.

Mengingat masalah pelacuran sangat
pelik dan komplek serta belum adanya satu
wadah yang integroted dalam menangani
masalah pelacuran, penulis memandang perlu
dibentuk suatu badan di bawah koordinasi
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
Badan tersebut adalah Badan Koordinasi
Penangonan Masalah Pelacuran
(BKPMP) yang penyelenggaraannya dapat
dilakaukan baik di tingkat pusat, provinsi atau
regional.
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